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Abstrak

Kesehatan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat karena membutuhkan hubungan yang baik
antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Perselisihan dalam bidang medis tak dapat dihindari, dan jika
tidak ditangani dengan baik, dapat merusak kepercayaan pasien terhadap dokter dan menghambat upaya
mencapai kesehatan optimal. Perselisihan kedokteran bisa muncul dari berbagai alasan, baik dari dokter
maupun pasien. Saat ini, undang-undang belum memberikan penyelesaian yang jelas dalam kasus
perselisihan medis, karena banyak gangguan dan pengaruh serta faktor kelalaian sulit dikenali. Perubahan

aturan perlu dilakukan untuk menangani masalah yang menyebabkan perselisihan dalam praktik kedokteran.
Kata Kunci: Layanan kesehatan, perselisihan medis, hubungan dokter dan pasien

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan interaksi berdasarkan adanya
kepercayaan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan berupa
pengobatan maupun tindakan medis. Hubungan yang terjalin dalam bentuk kepercayaan yang
diberikan kepada pasien tertuang dalam transaksi terapeutik. Transasi terapeutik ini merupakan
perjanjian yang terjadi antara dokterdan pasien berbentuk hubungan hukum sehingga

terlahirnya hak dan kewajiban di kedua belah pihak (Supeno & Faradila, 2021).
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Hubungan hukum antara dokter dan pasien terus mengalami perubahan dari waktu ke
waktu. Dahulu, pasien dianggap tidak sederajat dengan dokter. Dokter merupakan sosok yang
paling tahu tentang kondisi pasiennya sebaliknya pasien merupakan sosok minoritas yang
sangat berharap kepada dokter. Seiring dengan perkembangan zaman, hubungan antara dokter
dan pasien secara hukum mengalami pergeseran menjadi sederajat (Mustajab, 2013). Baik
pengobatan maupun tindakan medis yang akan dilakukan dokter kepada pasiennya harus
melalui persetujuan pasien. Hal ini lazim disebut dengan informed consent. Dokter yang
mendapatkan persetujuan pasien berorientasi untuk melakukan upaya maksimal (inspanning
verbintenis) dalam pelayanan medis yang diberikan dan bukan sebaliknya menjanjikan hasil
(resultaatsverbintenis) (Putra, 1999). Oleh karena itu, pelayanan medis dengan hasil maksimal
menjadi harapan baik dari pihak pasien dan keluarganya tetapi tidak tertutup kemungkinan

dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan tersebut.

Timbulnya masalah medis bagi pasien akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi
pasien dan terjadinya sengketa medik antara dokter dan pasien. Biasanya yang menyebabkan
terjadinya persengketaan adalah hasil akhir yang terjadi pada pasien dengan mengabaikan usaha
dari dokter dalam melakukan upaya kesehatan atau memberikan pelayanan medis. Karena
sangat jarang bahkan tidak ada, tindakan dokter dengan niat merugikan dan sengaja melukai
bahkan menambah penderitaan pasiennya, sehingga bila didapatkan pelanggaran medis yang
dilakukan dokter, sangat berhati-hati untuk menentukan adanya pelanggaran unsur dan etika.
Suatu perbuatan atau sikap dokter atau dokter gigi dianggap lalai apabila terdapat unsur
penyimpangan kewajiban dan segala hal yang dirasakan pasien sebagai kerugian dari
pelayanan medis. Untuk itu, sengketa medik yang terjadi diduga karena kelalaian diatur
dalam pasal 29 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu“Dalam hal tenaga kesehatan
diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan

terlebih dahulu melalui mediasi”(Nurdin,2015).

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui
perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik
untuk mendapatkan kesepakatan secara bersama-sama dan saling menguntungkan. Diduga dan
kelalaian yang termaktub dalam pasal 29 UU Nomor 36 tahun 2009 tersebut mempunyai
pengertian, bahwa diduga merupakan kesimpulan/penilaian sepihak dari sisi pasien yang
merasa dirugikan akan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan
praktik kedokteran terhadap dirinya. Jadi pasien belum bisa membuktikan, apakah sudah ada

pelanggaran atas standar profesi atau tidak. Sedangkan kelalaian mempunyai pengertian semua
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tindakan medis yang dilakukan dokter tidak ada motif serta tidak ada unsur kesengajaan
sehingga kelalaian yang dimaksudkan pasien bisa saja berupa resiko medis akibat penyakit
yang telah lama diderita pasien. Hal lain yang dapat terjadi dan diduga kelalaian, berupa
kurangnya penjelasan dokter terhadap penyakit yang diderita pasien serta minimnya komunikasi

tentang tindakan medis terhadap pasien (Ratman, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak
sengketa medis terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dalam konteks ini,
sengketa medis merujuk pada konflik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan yang dapat
mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dan keandalan sistem kesehatan. penelitian
ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak sengketa medis
terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan dan membangun kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan secara rinci mengenai dampak sengketa medis terhadap kepercayaan
masyarakat, serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rumah

sakit setelah terjadinya sengketa medis.

HASIL ATAU PEMBAHASAN
1. Sengketa Medis di Indonesia

Sengketa Medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan
tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit / fasilitas kesehatan. Dalam tulisan ini
yang dibahas adalah khusus sengketa antara dokter dengan pasien. Biasanya yang
dipersengketakan: Hasil akhir (Tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya). Sengketa
Medis Dapat Berupa: Pelanggaran etika kedokteran; pelanggaran disiplin kedokteran;
pelanggaran hak orang lain / pasien atau pelanggaran kepentingan masyarakat. Ciri-ciri
Sengketa Medis adalah: Adanya hubungan dokter dengan pasien; adanya kelalaian / kesalahan;
objek, yaitu berupa upaya penyembuhan; pasien pihak yang dirugikan
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2. Faktor-faktor Terjadinya Sengketa Medis adalah karena:
Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan;

b. Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat tidak tepat
waktu;

c. Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna;
Kurangnya informasi;

d. Komunikasi: Cara dan kualitas, komunikasi yg tidak baik bisa menimbulkan masalah,
sebaliknya komunikasi yang baik bisa meredam masalah; Perbedaan persepsi contoh
makna malapraktik;

e. Perbedaan kepentingan

f. Kesenjangan harapan dan hasil. Hal ini bisa terjadi karena kepercayaan yg berlebih bisa
pemicu, lupa bahwa dokter juga manusia;

g. Pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puasnya baik secara langsung
kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.
Ketidakpuasan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik atau slow respon. makanya
jika ada masalah atau

h. begitu ada bibit masalah segera cari penyelesaiannya jangan hanya menunggu. Kadang
jika slow respon si pasien kesal lalu menceritakan hal tersebut kepada org lain, dan orang
tersebut memanas-manasi si pasien atau keuarganya maka masalah tersebut bisa tambah
rumit;

1. Perkembangan dalam masyarakat, bisa terjadi karena pengaruh info yg tdk valid dr
medsos;

J-  Memudar/terabaikannya nilai etika, hal ini terjadi karena berbagai halantara lain bisa
karena money oriented, konsumtif, lupa dgn sumpa dan kode etik.

k. Persaingan antar rekan sejawat, hal ini sangat mungkin terjadi;

1. Lemah kepercayaan(Suryadarma, 2021);

3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan
masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. (Nugraheni,
2018: 184). Sedangkan menurut (Swajarna : 2017:282) memberikan definisi Pelayanan
kesehatan masyarakat sangat penting artinya untuk menjamin aspek kebutuhan kesehatan atau

pelayanan kesehatan yang betul-betul dibutuhkan warga negara. Pemerintah wajib untuk
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menyediakan semua akses pelayanan kesehatan yang ada bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pelayanan kesehatan yangdiberikan seharusnya memiliki kualitas dan standar yang jelas,
sehingga pelayanan kesehatan yang di terima oleh masyarakat aman dan tepat bagi mereka

sesuai dengan kondisi kesehatan mereka masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit
merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
:129/MENKES/SK/I1/2008 tentang standar pelayanan Minimal Rumah Sakit. Rumah Sakit
Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan dari bagian dari daya
kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelengaraan upaya kesehatan.
Penyelengaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi
yang sangat kompleks. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis
professional yang terorganisir baik dari sarana dan prasarana kedokteran yang permanen,
pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesesinambungan, diagnosis serta
pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk
dapat memeberi pelayanan yang optimal bagi Masyarakat(Undang-undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit).

KESIMPULAN

Sengketa medis di rumah sakit umum di Jakarta Pusat dapat berdampak signifikan terhadap

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ketidakpuasan pasien terkait pelayanan

dan penanganan medis yang kurang memadai sering kali menyebabkan keraguan terhadap

profesionalisme tenaga medis dan institusi kesehatan itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan

penurunan jumlah kunjungan pasien, peningkatan stigma negatif terhadap fasilitas kesehatan, serta

berkurangnya kepuasan pasien secara keseluruhan. Selain itu, informasi yang beredar di masyarakat

mengenai sengketa medis dapat memperburuk persepsi publik terhadap kualitas layanan kesehatan

yang tersedia.

Saran

1.

Peningkatan Komunikasi: Rumah sakit perlu meningkatkan komunikasi dengan pasien dan
keluarga untuk menjelaskan prosedur medis, risiko, dan hak-hak pasien secara transparan.
Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis

mengenai etika, komunikasi, dan penanganan keluhan pasien untuk mencegah sengketa.
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3. Sistem Pengaduan yang Efektif: Mengembangkan sistem pengaduan yang mudah diakses, di
mana pasien dapat menyampaikan keluhan dengan cepat dan mendapatkan tanggapan yang
memadai.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan di rumah sakit umum di Jakarta Pusat dapat pulih dan meningkat.
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